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BAB I PENDAHULUAN


BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan atau instansi-instansi pemerintah dalam bidang perpajakan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk mencapai laba yang optimal dan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk memperoleh laba yang optimal, tentunya setiap perusahaan/instansi pemerintah harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Usaha-usaha manusia akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan dibantu dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Begitu pula halnya dengan perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang.

Dalam setiap kegiatannya, suatu perusahaan tidak terlepas dari peran manajemen sebagai pengelola dan pengendali seluruh aktivitas perusahaan yang tentunya memerlukan suatu perencanaan dan pengendalian yang baik. Salah satu kunci yang dapat digunakan dalam melaksanakan perencanaan sekaligus pengendalian biaya serta menentukan pendapatan yang akan diterima adalah dengan menggunakan anggaran.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dinyatakan secara kuantitatif atau dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila anggaran disusun secara terperinci dan terpadu sehingga para pelaksana akan lebih memahaminya dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan anggaran sebagai dasar utama dalam menentukan pendapatan terutama dalam instansi pemerintah dalam bidang perpajakan yang akan dipungut oleh petugas pajak. Dimana, rencana atau kebijakan anggaran tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Oleh karena itu, selain pajak sebagai pemasukan terbesar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pajak juga sebagai alat dalam penopang pembangunan suatu daerah atau negara. Apalagi, pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang pemungutannya harus melalui Undang-Undang serta pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di berbagai bidang dan juga di sadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya belum sempurna maka dipandang sudah saatnya untuk menyempurnakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perubahan Undang-Undang Pajak Hiburan tentunya untuk kebaikan semua pihak, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi wajib pajak perubahan itu tentunya akan memudahkan dalam administrasi dan penghitungan Pajak Hiburan sedangkan bagi pemerintah, dengan adanya perubahan itu menyempurnakan hal-hal yang belum terpenuhi khususnya ketetapan yang belum tercantum dalam Undang-Undang Pajak Hiburan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Hiburan yang baru ini diharapkan dapat memenuhi sebagai sumber peningkatan penerimaan yang bermanfaat bagi pembangunan.

Pajak Hiburan dengan aktivitas tempat-tempat hiburan yang ada sangat erat kaitannya. Pajak Hiburan sendiri timbul karena adanya tempat pertunjukkan atau hiburan yang semakin banyak berdiri yang menyesuaikan dengan era globalisasi serta teknologi yang semakin modern dan canggih. Dengan makin banyaknya tempat-tempat hiburan akan banyak menguntungkan pemerintah dalam menambah pemasukan pendapatan sehingga anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada periode yang berjalan dapat terealisasi.

Khususnya pada Organisasi pemerintah seperti Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung bagian Sub Dinas Pajak yang menyelenggarakan kegiatan pemungutan pajak daerah. Dimana, pada tahun 1999 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh DIPENDA dari pajak hiburan sebesar Rp 4.039.659.063 dari anggaran sebesar Rp 3.500.000.000, pada tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah  yang diperoleh  DIPENDA dari pajak hiburan sebesar Rp 4.097.802.518 dari anggaran sebesar Rp 4.500.000.000, pada tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh DIPENDA dari pajak hiburan sebesar Rp 6.335.449.004 dari anggaran sebesar Rp 6.500.000.000, pada tahun 2002 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh DIPENDA dari pajak hiburan sebesar Rp 9.522.676.132 dari anggaran sebesar Rp 8.500.000.000, dan pada tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh DIPENDA dari pajak hiburan sebesar Rp 9.945.099.294 dari anggaran sebesar Rp 9.500.000.000. Dinas Pendapatan Daerah ini bertindak memungut pajak atas segala kegiatan hiburan yang ada di kota Bandung. Namun, sebelum dilakukan kegiatan pemungutan, DIPENDA merencanakan dahulu anggaran yang ditargetkan sebelum tahun berjalan atau dimulainya segala kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu, DIPENDA pada bagian Sub Dinas Pajak adalah yang merencanakan atau menganggarkan semua pendapatan atas pemungutan pajak yang akan diperoleh sehingga dapat terlihat pendapatan atau realisasi untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai peranan anggaran di Dinas Pendapatan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dalam laporan skripsi yang berjudul:

 “Peranan Anggaran Pajak Hiburan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat makin kompleksnya mengenai masalah keuangan, khususnya masalah perencanaan anggaran dalam pemungutan pajak yang ada dalam suatu instansi pemerintah, maka berdasarkan masalah yang melatar belakanginya, masalah yang peneliti teliti dibatasi oleh :

1. Bagaimana prosedur anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Bagaimana peranan anggaran sebagai alat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan yang berhubungan dengan Anggaran dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

3. Untuk mengetahui peranan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1.  Kegunaan Pengembangan Ilmu

a. Bagi Penulis
1. Dapat membandingkan teori dengan praktek dalam perencanaan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan dapat menilai dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pemberian saran dan rekomendasi kepada perusahaan yang diteliti.
2. Untuk pengembangan ilmu Akuntansi, dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu Akuntansi dapat lebih bermanfaat dan bernilai, guna mendukung pengembangan ilmu Akuntansi itu sendiri sehingga ilmu Akuntansi dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan teknologi.
2.   Kegunaan Operasional

a. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam mengembangkan perencanaan anggaran.
1.5 Kerangka Pemikiran

Pentingnya anggaran di dalam suatu perusahaaan, karena anggaran merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan di dalam perusahaan atau bisa juga disebut sebagai rencana kerja tahunan, baik dalam bentuk kuantitas maupun dalam nilai yang sesuai dengan tujuan perusahaan yang mendapatkan keuntungan.  

Menurut M. Nafarin definisi anggaran dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.” (2004:12)

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang dalam penyusunannya harus di musyawarahkan terlebih dahulu antara pimpinan dan seluruh karyawan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran juga harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Dengan perencanaan anggaran ini dimaksudkan agar pemasukan pajak bagi instansi pemerintah dalam bidang perpajakan dapat optimal sesuai dengan yang telah di tetapkan, karena pajak ini sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melakukan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Definisi pajak dalam bukunya “Perpajakan” adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” (2003:1)

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19, Definisi Pajak Hiburan adalah:

“Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang objeknya adalah dari semua jenis pertunjukan, permainan, nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas berolah raga.”
Dengan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaaan pemungutan pajak harus disesuaikan dengan Undang-Undang dimana masyarakat mendapat kontraprestasi secara tidak langsung. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus ditetapkan dahulu dalam suatu anggaran, agar dalam kegiatannya mendapatkan hasil yang optimal dimana salah satu pajak yang dipungut adalah pajak hiburan. 


Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melakukan penelitian pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan hipotesis bahwa “Anggaran berperan dalam pemungutan Pajak Hiburan”

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

          
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian



Dalam penyusunan skripsi ini penelitian dilakukan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp: (022) 4232338, ext: 237.



Dan penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung pada bulan April sampai bulan Juni.
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